SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA MATARAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, mutu pelayanan

dan profesionalisme dokter dan dokter spesialis pada Rumah
Sakit Umum Daerah di Kota Mataram dan sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (6), dan ayat (8)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi
Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kota
Mataram;

bahwa berdasarkan pertimbangan gebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi
Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota
Mataram;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);




Menetapkan :

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram
Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
KEPADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA
MATARAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2
3.

Daerah adalah Kota Mataram.

Walikota adalah Walikota Mataram.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota
Mataram.

Direktur adalah Direktur RSUD Kelas B Kota Mataram.




8. Dokter Spesialisi dan Dokter Gigi Spesialis adalah Dokter
Spesialisi dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja pada RSUD
Kelas B di Kota Mataram.

9. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialisi
dan Dokter Gigi Spesialis yang dalam mengemban tugas
memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Pasal 2
Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas
dan komitmen Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dalam
memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal
terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada
RSUD Kelas B Kota Mataram.

BAB II
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3
(1) Tambahan penghasilan kepada Dokter Spesialisi dan Dokter Gigi
Spesialis, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibayarkan setelah ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4
(1) Tambahan penghasilan Dokter Spesialisi dan Dokter Gigi
Spesialis, diberikan setiap bulannya dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.
(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan tidak melebihi batas tertinggi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Tambahan penghasilan Dokter Spesialisi dan Dokter Gigi Spesialis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau

dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar
tanggungan negara,

b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan
yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan
penuh;

c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. sebab-sebab lain menurut peraturan perundang- undangan yang
berlaku.




BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6
(1) Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan
berkenaan.
(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).
(3) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Mataram.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diberikan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 7a1i 277C

aW ALIKOTA MATARAMT

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 “uli =1
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAMD,

FENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 22 op:a37 2019

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI
SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA MATARAM

BATAS TERTINGGI TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KOTA MATARAM

NO JENIS PROFESI BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
1 DOKTER SPESIALIS MAYOR Rp. 7.500.000,-
2 DOKTER SPESIALIS MINOR Rp. 5.000.000,-
3 DOKTER GIGI SPESIALIS Rp. 5.000.000,-

dN ALIKOTA MATARAM, ?

H. AHYA DUH




